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Abstrak   

Pelanggaran etika oleh akuntan intern dapat berupa perekayasaan data akuntansi untuk 

menunjukkan kinerja keuangan perusahaan agar tampak lebih baik dari yang sebenarnya. 

Sedangkan pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan pemerintah misalnya dapat berupa 

pelaksanaan tugas pemeriksaan yang tidak semestinya karena didapatkannya insentif tambahan 

dalam jumlah tertentu dari pihak yang laporan keuangannya diperiksa. Etika bisnis bertujuan untuk 

memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau 

pebisnis untuk dapat menjalankan bisnis secara jujur dan adil serta menjauhi bisnis penipuan yang 

merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterikatan. Seharusnya pelanggaran tersebut 

tidak akan terjadi jika setiap akuntan dan calon akuntan mempunyai pengetahuan, pemahaman dan 

dapat menerapkan etika secara memadai dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang akuntan 

yang profesional. Dengan sikap akuntan yang profesional maka akan mampu menghadapi tekanan 

yang muncul dari dirinya sendiri ataupun dari pihak eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengtahui kasus-kasus pelanggaran etika dalam profesi akuntan. 

Kata kunci: Etika, Pelanggaran, Kesadaran 

 

PENDAHULUAN 

Setiap profesi pasti memiliki sebuah etika atau hal-hal yang harus di patuhi. Dengan 

adanya etika setiap tindakan atau perbuatan yang akan dilakukan harus dipikirkan terlebih 

dahulu agar dalam bertindak tidak semena-mena (Yusuf, 2021), (Ribhan & Yusuf, 2016), 

(Defia Riski Anggarini, Putri, et al., 2021), (Putri & Ghazali, 2021). Maka dari itu, saya akan 

mencoba membahas sedikit tentang etika. Khususnya etika yang berhubungan dengan 

profesi akuntansi. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri 

seseorang maupun pada suatu masyarakat. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tatacara 

hidup yg baik, aturan hidup yg baik dan segala kebiasaan yg dianut dan diwariskan dari 

satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yg lain (Putri, 2021), 

(ANGGARINI & PERMATASARI, 2020), (Lina & Permatasari, 2020), (LIA FEBRIA LINA, 

2019). 

Kode etik profesi diusahakan untuk mengatur tingkah laku etika suatu kelompok khusus 

dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang 

teguh oleh sekelompok profesional tertentu  (Permatasari, n.d.), (Defia Riski Anggarini, 2020), 

(Permatasari & Anggarini, 2020), (Maryana & Permatasari, 2021). Adanya kode etik 

kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien 

mempunyai kepastian bahwa kepentingannya terjamin. Kode etik ibarat kompas yang 

menunjukkan arah etika bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu profesi itu di 

mata masyarakat  (Ahluwalia et al., 2021), (Damayanti et al., 2020), (Defla Riski Anggarini, 

2021). Kepercayaan dari masyarakat inilah yang menjadi alasan perlunya kode etik profesi. 

Kode etik akuntan ini dimaksudkan sebagai pedoman dan aturan bagi seluruh anggota, 

baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, di instansi 

pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab 
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profesionalnya (Defia Riski Anggarini, Nani, et al., 2021) (Riski, 2018), (Octavia et al., 2020), 

(Fitranita & Wijayanti, 2020), (Khamisah et al., 2020). 
Di Indonesia, isu mengenai etika akuntan berkembang seiring dengan terjadinya beberapa 

pelanggaran etika, baik yang dilakukan oleh akuntan publik, akuntan intern, maupun 

akuntan pemerintah  (Nani & Lina, 2022), (Nani & Ali, 2020), (Rahmawati & Nani, 2021), (Lina 

& Nani, 2020). Pelanggaran etika oleh akuntan publik misalnya dapat berupa pemberian 

opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi 

tertentu menurut norma pemeriksaan akuntan atau Standar Profesional Akuntan Publik 

(SPAP)   (Nani et al., 2021), (Nani, 2019), (Nani, 2020), (View of Exploring the Relationship 

between Formal Management Control Systems, Organisational Performance and Innovation_ The 

Role of Leadership Characteristics.Pdf, n.d.). Pelanggaran etika oleh akuntan intern dapat 

berupa perekayasaan data akuntansi untuk menunjukkan kinerja keuangan perusahaan agar 

tampak lebih baik dari yang sebenarnya. Sedangkan pelanggaran etika yang dilakukan oleh 

akuntan pemerintah misalnya dapat berupa pelaksanaan tugas pemeriksaan yang tidak 

semestinya karena didapatkannya insentif tambahan dalam jumlah tertentu dari pihak yang 

laporan keuangannya diperiksa  (Novita & Husna, 2020b), (Novita & Husna, 2020a), (Novita et 

al., 2020), (Pratama et al., 2022). Seharusnya pelanggaran tersebut tidak akan terjadi jika 

setiap akuntan dan calon akuntan mempunyai pengetahuan, pemahaman dan dapat 

menerapkan etika secara memadai dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang akuntan 

yang profesional. Dengan sikap akuntan yang profesional maka akan mampu menghadapi 

tekanan yang muncul dari dirinya sendiri ataupun dari pihak eksternal. 

KAJIAN PUSTAKA 

Etika Bisnis  

Memahami Etika Bisnis adalah pelajaran tentang perbedaan antara benar dan salah yang 

memberikan bekal bagi setiap pemimpin bisnis ketika mempertimbangkan pengambilan 

keputusan strategis yang melibatkan masalah etika yang kompleks. Definisi etika bisnis 

berkaitan dengan evaluasi kegiatan bisnis dan perilaku  mengacu pada kejujuran atau 

kebenaran  dalam kegiatan bisnis. terkait dengan kepemimpinan yang efektif dalam sebuah 

organisasi  (Ahluwalia, 2020), (Larasati Ahluwalia, 2020), (Lina & Ahluwalia, 2021), (Saipulloh 

Fauzi1, 2020). Etika bisnis adalah studi yang didasarkan pada etika baik dan buruk. Etika 

bisnis lebih luas daripada istilah yang ditentukan oleh hukum. Bahkan etika bisnis 

merupakan standar yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan standar minimum ketentuan 

hukum. Etika bisnis bertujuan untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan 

memberikan batasan bagi para pengusaha atau pebisnis untuk dapat menjalankan bisnis 

secara jujur dan adil serta menjauhi bisnis penipuan yang merugikan banyak orang atau 

pihak yang memiliki keterikatan. Selain itu, etika bisnis mempunyai tujuan agar bisnis 

dapat dijalankan dan dicetuskan seadiladilnya dan sesuai dengan peraturan 

perundangundangan yang telah disepakati  (Sedyastuti et al., 2021), (Suwarni et al., 2021), 

(Fauzi et al., 2020). 

Prinsip etika bisnis  

Prinsip Kejujuran Etika Bisnis Para pebisnis dituntut memiliki prinsip kejujuran agar bisa 

mendapatkan kunci sukses yang bertahan lama. Jika ada pengusaha yang tidak jujur dan 

curang, kemungkinan besar tidak akan ada pelaku usaha yang mau bekerja sama. 

Kejujuran sendiri biasanya dikaitkan dengan harga barang yang sudah ditawarkan. Dalam 

menjalankan bisnis secara modern, kepercayaan konsumen sangatlah penting (Strategi 

Pengembangan Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah Keripik Pisang Dengan Pendekatan Business 

Model Kanvas, 2020), (Fauzi et al., 2021), (Suwarni & Handayani, 2021)  
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Prinsip otonomi etika bisnis  

Prinsip otonomi dalam etika bisnis adalah kemampuan dan sikap seseorang dalam 

mengambil tindakan dan keputusan berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang 

menurutnya baik yang dapat dilakukan. Jika masyarakat sadar akan kewajibannya dalam 

berbisnis, maka dikatakan orang tersebut telah memiliki prinsip otonomi dalam etika bisnis  

(Sari, 2014), (Ameraldo & Ghazali, 2021), (Ameraldo et al., 2019). Misalnya, dia memahami 

bidang pekerjaannya dengan situasi dan tuntutan yang akan dia hadapi serta tahu aturan 

apa yang ada di bidang pekerjaannya. Selain itu, seseorang yang sudah memiliki fungsi 

otonom akan menyadari resiko dan konsekuensi yang akan timbul pada dirinya dan orang 

lain yang merupakan pelaku usaha. Secara umum seseorang yang memiliki prinsip 

otonomi akan lebih suka diberikan kebebasan dan kewenangan untuk melakukan apa yang 

menurutnya baik  (Febrian Eko Saputra, 2018), (Azwari, A, 2021), (Febria Lina & Setiyanto, 

2021), (Fadly et al., 2020). 

METODE 

Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah metode literature. Metode literatur atau 

studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca 

jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan bahan publikasi yang tersedia di 

perpustakaan maupun internet. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, 

yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman 

dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca  (Fadly & Alita, 2021), (Fadly 

& Wantoro, 2019), (Rosmalasari, 2017), (Sari & Sukmasari, 2018). Penulis menggunakan 

beraneka variasi sumber pustaka dan data sensus internet yang membeberkan seputar 

Tanggungjawab sosial dalam manajemen. Untuk memperoleh data/isu penulis mengolah 

data dari beraneka variasi sumber isu internet. Berbagai macam variasi dan sumber rujukan 

yang tersedia menciptakan penulisan artikel ilmiah ini berjalan dengan baik. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelanggaran Etika Dalam Profesi Akuntan  

Di  dalam  akuntansi  juga  memiliki etika  yang  harus di patuhi  oleh  setiap anggotanya.   

Kode   Etik   Ikatan   Akuntan Indonesia   dimaksudkan   sebagai panduan dan aturan bagi 

seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia 

usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam 

pemenuhan tanggung-jawab profesionalnya.Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi 

tanggung-jawabnya dengan standar profesionalisme  tertinggi,  mencapai  tingkat  kinerja  

tertinggi,  dengan  orientasi kepada kepentingan publik. 

Kasus Sembilan KAP yang diduga melakukan kolusi dengan kliennya 

Hasil audit tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya sehingga akibatnya 

mayoritas bank-bank yang diaudit tersebut termasuk di antara bank-bank yang dibekukan 

kegiatan usahanya oleh pemerintah sekitar tahun 1999. Kesembilan KAP tersebut adalah 

AI & R, HT & M, H & R, JM & R, PU & R, RY, S & S, SD & R, dan RBT & R. “Dengan 

kata lain, kesembilan KAP itu telah menyalahi etika profesi. Kemungkinan ada kolusi 

antara kantor akuntan publik dengan bank yang diperiksa untuk memoles laporannya 

sehingga memberikan laporan palsu, ini jelas suatu kejahatan,” ujarnya. Karena itu, ICW 

dalam waktu dekat akan memberikan laporan kepada pihak kepolisian untuk melakukan 

pengusutan mengenai adanya tindak kriminal yang dilakukan kantor akuntan publik 

dengan pihak perbankan. ICW menduga, hasil laporan KAP itu bukan sekadar “human 
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error” atau kesalahan dalam penulisan laporan keuangan yang tidak disengaja, tetapi 

kemungkinan ada berbagai penyimpangan dan pelanggaran yang dicoba ditutupi dengan 

melakukan rekayasa akuntansi. Teten juga menyayangkan Dirjen Lembaga Keuangan tidak 

melakukan tindakan administratif meskipun pihak BPKP telah menyampaikan laporannya, 

karena itu kemudian ICW mengambil inisiatif untuk mengekspos laporan BPKP ini karena 

kesalahan sembilan KAP itu tidak ringan. “Kami mencurigai, kesembilan KAP itu telah 

melanggar standar audit sehingga menghasilkan laporan yang menyesatkan masyarakat, 

misalnya mereka memberi laporan bank tersebut sehat ternyata dalam waktu singkat 

bangkrut. Ini merugikan masyarakat. Kita mengharapkan ada tindakan administratif dari 

Departemen Keuangan misalnya mencabut izin kantor akuntan publik itu,” tegasnya.  

Menurut Tetan, ICW juga sudah melaporkan tindakan dari kesembilan KAP tersebut 

kepada Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan sekaligus meminta supaya 

dilakukan tindakan etis terhadap anggotanya yang melanggar kode etik profesi akuntan. 

Pembahasan : Pada kasus tersebut prinsip etika profesi yang dilanggar adalah tanggung 

jawab profesi, dimana seharusnya melakukan pertanggung jawaban sebagai profesional 

yang senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam setiap kegiatan 

yang dilakukannya. Prinsip ini mengandung makna bahwa akuntan sebagai pemberi jasa 

profesional memiliki tanggung jawab kepada semua pemakai jasa mereka termasuk 

masyarakat dan juga pemegang saham. Dengan menerbitkan laporan palsu, maka akuntan 

telah menyalahi kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada mereka selaku orang yang 

dianggap dapat dipercaya dalam penyajian laporan keuangan. Selain itu seharusnya tidak 

melanggar prinsip etika profesi yang kedua, yaitu kepentingan publik, dan objektivitas. 

Para akuntan dianggap telah menyesatkan publik dengan penyajian laporan keuangan yang 

direkayasa dan mereka dianggap tidak objektif dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, 

mereka telah bertindak berat sebelah yaitu mengutamakan kepentingan klien dan mereka 

tidak dapat memberikan penilaian yang adil, tidak memihak, serta bebas dari benturan 

kepentingan pihak lain. 

Kasus Manipulasi KAP Andersen dan Enron  

Sejak tahun 1985 Enron Corporation menggunakan jasa Arthur Andersen. Andersen 

melakukan audit internal dan audit external untuk Enron termasuk untuk kantor-kantor 

cabangnya. Enron corporation adalah salah satu klien terbesar Andersen dengan kontribusi 

omset sebesar $10 milyar per tahunnya. Dalam rangka memperbesar keuntungan yang 

selama ini telah diperoleh, dibukalah partnership-partneship yang diberi nama “special 

purpose partnership”. Partner dagang yang dimiliki oleh Enron hanya satu untuk setiap 

partnership dan partner tersebut hanya menyumbang modal yang sangat sedikit (hanya 

sekitar 3% dari jumlah modal keseluruhan). Orang awam pasti bertanya mengapa Enron 

berminat untuk berpartisipasi dalam partnership dimana Enron menyumbang 97% dari 

modal. Muncul pertanyaan dari mana Enron membiayai partnership-partnership tersebut? 

Pembiayaan tersebut ternyata diperoleh Enron dengan “meminjamkan” saham Enron 

(induk perusahaan) kepada Enron (anak perusahaan) sebagai modal dasar partnership-

partnership tersebut. Secara singkat, Enron sesungguhnya mengadakan transaksi dengan 

dirinya sendiri. Enron tidak pernah mengungkapkan operasi dari partnership-partnership 

tersebut dalam laporan keuangan yang ditujukan kepada pemegang saham dan Security 

Exchange Commission (SEC). 

Lebih jauh lagi, Enron bahkan memindahkan utang-utang sebesar $US 690 juta yang 

ditimbulkan induk perusahaan ke partnership partnership tersebut. Total hutang yang 

berhasil disembunyikan adalah $US 1,2 miliar. Akibatnya, laporan keuangan dari induk 

perusahaan terlihat sangat atraktif, menyebabkan harga saham Enron melonjak menjadi 
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$US90 pada bulan Februari 2001. Perhitungan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 

tersebut, Enron telah melebih-lebihkan laba mereka sebanyak $US650miliar. Manipulasi 

yang dilakukan Enron selama bertahun-tahun ini mulai terungkap ketika Sherron Watskin, 

salah satu eksekutif Enron mulai melaporkan praktek tidak terpuji ini. Pada bulan 

September 2001, pemerintah mulai mencium adanya ketidakberesan dalam laporan 

pembukuan Enron. Pada bulan Oktober 2001, Enron mengumumkan kerugian sebesar 

$US618 miliar dan nilai aset Enron menyusut sebesar $US1,2 triliun dolar AS. Pada 

laporan keuangan yang sama diakui, bahwa selama tujuh tahun terakhir, Enron selalu 

melebih-lebihkan laba bersih mereka. Akibat laporan mengejutkan ini, nilai saham Enron 

mulai anjlok dan saat Enron mengumumkan bahwa perusahaan harus gulung tingkar, 2 

Desember 2001, harga saham Enron hanya 26 sen.  

Dalam kasus ini terjadi penyimpangan atau pelanggalaran yang dilakukan pihak 

perusahaan (enron) dan pihak auditor. Besarnya jumlah consulting fees yang diterima 

Arthur Andersen menyebabkan KAP tersebut bersedia kompromi terhadap temuan 

auditnya dengan pihak Enron. Keduanya telah bekerja sama dalam memanipulasi laporan 

keuangan sehingga merugikan berbagai pihak baik pihak eksternal seperti para pemegang 

saham dan pihak internal yang berasal dari dalam perusahaan enron. Kecurangan yang 

dilakukan oleh Arthur Andersen telah banyak melanggar prinsip etika profesi akuntan 

diantaranya yaitu melanggar prinsip integritas dan perilaku profesional. KAP Arthur 

Andersen tidak dapat memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik sebagai KAP 

yang masuk kategori The Big Five dan tidak berperilaku profesional serta konsisten 

dengan reputasi profesi dalam mengaudit laporan keuangan dengan melakukan 

penyamaran data. Kasus ini memberi gambaran bagaimana sebuah pelanggaran etika 

dalam bisnis dan profesi seseorang dapat berakibat besar bagi kelangsungan hidup 

perusahan serta berbagai pihak yang terkait 

Kasus KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono  

September tahun 2001, KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono harus menanggung malu. 

Kantor akuntan publik ternama ini terbukti menyogok aparat pajak di Indonesia sebesar 

US$ 75 ribu. Sebagai siasat, diterbitkan faktur palsu untuk biaya jasa profesional KPMG 

yang harus dibayar kliennya PT Easman Christensen, anak perusahaan Baker Hughes Inc. 

yang tercatat di bursa New York. Berkat aksi sogok ini, kewajiban pajak Easman memang 

susut drastis. Dari semula US$ 3,2 juta menjadi hanya US$ 270 ribu. Namun, Penasihat 

Anti Suap Baker rupanya was-was dengan polah anak perusahaannya. Maka, ketimbang 

menanggung risiko lebih besar, Baker melaporkan secara suka rela kasus ini dan memecat 

eksekutifnya.Badan pengawas pasar modal AS, Securities & Exchange Commission, 

menjeratnya dengan Foreign Corrupt Practices Act, undang-undang anti korupsi buat 

perusahaan Amerika di luar negeri. Akibatnya, hampir saja Baker dan KPMG terseret ke 

pengadilan distrik Texas. Namun, karena Baker mohon ampun, kasus ini akhirnya 

diselesaikan di luar pengadilan. KPMG pun terselamatan. 

Kasus KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono juga melibatkan kantor akuntan publik yang 

dinilai terlalu memihak kepada kliennya. Pada kasus ini KPMG melanggar prinsip 

intregitas dimana dia menyuap aparat pajak hanya untuk kepentingan kliennya, hal ini 

dapat dikatakan tidak jujur dan tidak adil dalam melaksanakan tugasnya. Selain prinsip 

tersebut, akuntan juga telah melanggar prinsip obyektivitas hingga ia bersedia melaukan 

kecurangan. Di sini terihat bahwa ia telah berat sebelah dalam memenuhi kewajiban 

profesionalnya. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya 

pengakuan profesional, integritas mengharuskan seorang anggota untuk antara lain 

bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. 



  Pusdansi.org 

  Volume 2 (4), 2022 

 

6 
 

Pusdansi.org 

jurnal.teknokrat.ac.id/index.php/Ahttp://jur

nal.teknokrat.ac.id/index.php/AEJ 

http://jurnal.teknokrat.ac.id/index.php/AE

J 

Obyektivitas adalah suatu kualitas yag memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota, 

prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur, secara 

intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada dibawah 

pengaruh pihak lain. 

Manipulasi Laporan Keuangan PT KAI  

Transparansi serta kejujuran dalam pengelolaan lembaga yang merupakan salah satu 

derivasi amanah reformasi ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan oleh salah satu badan 

usaha milik negara, yakni PT Kereta Api Indonesia. Dalam laporan kinerja keuangan 

tahunan yang diterbitkannya pada tahun 2005, ia mengumumkan bahwa keuntungan 

sebesar Rp. 6,90 milyar telah diraihnya. Padahal, apabila dicermati, sebenarnya ia harus 

dinyatakan menderita kerugian sebesar Rp. 63 milyar. Kerugian ini terjadi karena PT 

Kereta Api Indonesia telah tiga tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga. Tetapi, 

dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Padahal, 

berdasarkan standar akuntansi keuangan, ia tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk 

pendapatan atau asset. Dengan demikian, kekeliruan dalam pencatatan transaksi atau 

perubahan keuangan telah terjadi di sini. 

Di lain pihak, PT Kereta Api Indonesia memandang bahwa kekeliruan pencatatan tersebut 

hanya terjadi karena perbedaan persepsi mengenai pencatatan piutang yang tidak tertagih. 

Terdapat pihak yang menilai bahwa piutang pada pihak ketiga yang tidak tertagih itu 

bukan pendapatan. Sehingga, sebagai konsekuensinya PT Kereta Api Indonesia seharusnya 

mengakui menderita kerugian sebesar Rp. 63 milyar. Sebaliknya, ada pula pihak lain yang 

berpendapat bahwa piutang yang tidak tertagih tetap dapat dimasukkan sebagai pendapatan 

PT Kereta Api Indonesia sehingga keuntungan sebesar Rp. 6,90 milyar dapat diraih pada 

tahun tersebut. Diduga, manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia telah terjadi 

pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, akumulasi permasalahan terjadi disini. 

PT KAI sebagai suatu lembaga memang memiliki kewenangan untuk menyusun laporan 

keuangannya dan memilih auditor eksternal untuk melakukan proses audit terhadap 

laporan keuangan tersebut. Tetapi, PT KAI tidak boleh mengabaikan dimensi 

organisasional penyusunan laporan keuangan dan proses audit. Ada hal mendasar yang 

harus diperhatikannya sebagai wujud penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good 

corporate governance). Auditor eksternal yang dipercayai harus benar-benar memiliki 

integritas serta prosesnya harus terlaksana berdasarkan kaidah-kaidah yang telah diakui 

validitasnya, dalam hal ini PSAK dan SPAP. Selain itu, auditor eksternal wajib melakukan 

komunikasi secara benar dengan komite audit yang ada pada PT Kereta Api Indonesia 

guna membangun kesepahaman (understanding) diantara seluruh unsur lembaga. 

Selanjutnya, soliditas kelembagaan diharapkan tercipta sehingga mempermudah penerapan 

sistem pengendalian manajemen di dalamnya. Secara tidak langsung, upaya ini menunjang 

perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat luas sebagai salah satu 

pengampu kepentingan. 

Kasus KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono  

September tahun 2001, KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono harus menanggung malu. 

Kantor akuntan publik ternama ini terbukti menyogok aparat pajak di Indonesia sebesar 

US$ 75 ribu. Sebagai siasat, diterbitkan faktur palsu untuk biaya jasa profesional KPMG 

yang harus dibayar kliennya PT Easman Christensen, anak perusahaan Baker Hughes Inc. 

yang tercatat di bursa New York. Berkat aksi sogok ini, kewajiban pajak Easman memang 

susut drastis. Dari semula US$ 3,2 juta menjadi hanya US$ 270 ribu. Namun, Penasihat 

Anti Suap Baker rupanya was-was dengan polah anak perusahaannya. Maka, ketimbang 
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menanggung risiko lebih besar, Baker melaporkan secara suka rela kasus ini dan memecat 

eksekutifnya.Badan pengawas pasar modal AS, Securities & Exchange Commission, 

menjeratnya dengan Foreign Corrupt Practices Act, undang-undang anti korupsi buat 

perusahaan Amerika di luar negeri. Akibatnya, hampir saja Baker dan KPMG terseret ke 

pengadilan distrik Texas. Namun, karena Baker mohon ampun, kasus ini akhirnya 

diselesaikan di luar pengadilan. KPMG pun terselamatan. 

Pembahasan : Kasus KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono juga melibatkan kantor 

akuntan publik yang dinilai terlalu memihak kepada kliennya. Pada kasus ini KPMG 

melanggar prinsip intregitas dimana dia menyuap aparat pajak hanya untuk kepentingan 

kliennya, hal ini dapat dikatakan tidak jujur dan tidak adil dalam melaksanakan tugasnya. 

Selain prinsip tersebut, akuntan juga telah melanggar prinsip obyektivitas hingga ia 

bersedia melaukan kecurangan. Di sini terihat bahwa ia telah berat sebelah dalam 

memenuhi kewajiban profesionalnya. 

Berdasarkan kasus pelanggaran di atas, kita dapat mengetahui bahwa 9 KAP yang  

melaksanakan  tugas  pengauditan  pada  bank-bank  bermasalah  telah  jelas-jelas  

melanggar  kode  etik  sebagai  seorang  akuntan  publik.   

Seperti  yang  kita ketahui, Fungsi khusus seorang akuntan publik adalah : 

Membuat   perhitungan   tentang   layanan   yang dicapai   oleh   pemerintah kemudian 

menilai apakah pimpinan pemerintah telah melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban yang 

telah ditugaskan kepadanya oleh para pemilik. 

Membantu   mengamankan   dan   mengawasi   semua   hak   dan   kewajiban pemerintah, 

terlebih lagidari segi ukuran finansial. 

Menyediakan   informasi   yang   sangat   berguna   kepada   para   pihak   yang 

berkepentingan   seperti   pertumbuhan   ekonomi   suatu   wilayah   pertumbuhan 

pendidikan, pertumbuhan pendapatan per kapita dan lain sebagainya. 

Melihat efektivitas  dan  efisiensi  kinerja  ekseklusif  di  dalam  melaksanakan tugas dan 

kewajibannya. 

Sedangkan peranan akuntan publik adalah : 

Membuat  keputusan  yang  berkaitan  dengan  penggunaan  sumber  daya  yang terbatas  

termasuk  identifikasi  bidang  keputusan yang  rumit  dan  penetapan tujuan serta sasaran 

organisasi. 

Berdasarkan  Fungsi Khusus dan  Peranan seorang akuntan publik, 9  KAP  yang 

melakukan kecurangan terhadap Negara dengan memberikan laporan keuangan plasu,  

dapat  dikategorikan  sebagai  tindakan  korupsi,  karena  mereka  secara sengaja  

melakukan  pemalsuan  tersebut.  Bukan  hanya  Negara  yang  dirugikan, namun 

masyarakat juga dapat dirugikan karena laporan yang KAP buat seolah-olah  menandakan  

bank-bank  tersebut  dalam  keadaan  sehat.  Seorang  akuntan publik yang baik, harus 

mencerminkan sosok yang jujur dan independent. Agar tidak melakukan manipulasi dan 

fraud terhadap laporan yang akan di audit. 

Terjadinya  kecurangan  yang  di  lakukan  oleh  self  regulation  atau  perikatan, dari  KAP  

tersebut  yang  menyebabkan  kemungkinan  melakukan  pemalsuan laporan  keuangan 

yang  diperiksanya,  dan  bukan  human  error  tetapi  sudah dlakukannya   pengsiasatan   

untuk   menutupi   laporan   keuangan   dari   badan tersebut. Dan mengambil hak 

masyarakat halayaknya. Dari  sisi  mentalitas,  orang-orang  yang  menjadi  tersangka  

dalam  kasus  inimerupakan  orang-orang  yang  tidak  tahu  betul  yang  dinamakan  etika  

dalam profesi  akuntansi  karena  mereka  telah  melanggar  kode  etik  dalam  tanggung 

jawab  dari  tugas  mereka  tersebut.  Jika  seandainnya  kasus  ini  tidak  terungkap 

mungkin tindakan  mereka terus  dilakukan  dan bisa  menjadi  contoh  buruk bagi generasi 

kedepan. 
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Profitable Pihak yang diuntungkan adalah Manajemen PT KAI karena kinerja keuangan 

perusahaan seolah-olah baik (laba Rp 6.9 M), meskipun pada kenyataannya menderita 

kerugian Rp 63M. Tidak tertutup kemungkinan, pihak manajemen memperoleh bonus dari 

“laba semu” tersebut. Pihak lain yang diuntungkan adalah KAP S. Manan & Rekan, 

dimana dimungkinkan memperoleh Fee Khusus karena memberikan opini wajar Tanpa 

Pengecualian. Legal, PT KAI melanggar Pasal 90 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar 

Modal. KAP S. Manan & Rekan melanggar Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP). Fair, 

Perbuatan manajemen PT. KAI merugikan publik, masyarakat dan pemerintah. Publik 

(investor): dirugikan karena memperoleh informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan 

yang diambil berdasarkan informasi keuagan PT. KAI menjadi tidak akurat/salah. 

Pemerintah : dirugikan karena dengan rekayasa keuangan tersebut maka pajak yang 

diterima pemerintah lebih kecil. Right, Hak-hak Publik:dirugikan karena investor 

memperoleh informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil menjadi 

salah/tidak akurat. Pemerintah : dirugikan karena pajak yang diterima pemerintah menjadi 

lebih kecil. Suistainable, Rekayasa yang dilakukan manajemen PT KAI bersifat jangka 

pendek danbukan  jangka panjang, karena hanya menginginkan keuntungan/laba untuk 

kepentingan pribadi/manajemen (motivasi bonus). 

Prinsip Etika yang Dilanggar 

Selain akuntan eksternal dan komite audit yang melakukan kesalahan dalam hal pencatatan 

laporan keuangan, akuntan internal di PT. KAI juga belum sepenuhnya menerapkan 9 

prisip etika akuntan. Dari kedelapan prinsip akuntan yaitu tanggung jawab profesi, 

kepentingan publik, integritas, objektifitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, 

kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. 

Sikap yang diambil 

Manajemen PT KAI. Melakukan koreksi atas salah saji atas : pajak pihak ketiga yang 

dimasukkan sebagai asset, penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan yang 

belum dibebankan, bantuan pemerintah yang seharusnya disajikan sebagai bagian modal 

perseroan. Meminta maaf kepada stakeholders melalui konferensi pers dan berjanji tidak 

mengulangi kembali di masa datang. KAP S. Manan & Rekan-Rekan. Melakukan jasa 

profesional sesuai SPAP, dimana tiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi 

profesionalnya dengan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesioreksi. 

Melakukan koreksi atas opini yang telah dibuat Melakukan konferensi pers dengan 

mengungkapkan bahwa oknum yang melakukan kesalahan sehingga menyebabkan opini 

atas Laporan Keuangan menjadi tidak seharusnya telah diberikan sanksi dari pihak 

otorisasi dan berjanji tidak mengulang kembali kejadian yang sama di masa yang akan 

datang. 

SIMPULAN  

5  kasus  di  atas  telahmelanggar  prinsip-prinsip  etika  yang  digariskan  dalam kode  etik  

akuntansi yaitu  prinsip  integritas, objektivitas, Kompetensi serta sikap kecermatan dan 

Kehati-hatian Profesional, dan prinsip perilaku professional. Tindakan yang tidak etis bagi 

seorang akuntan, dimana seorang akuntan seharusnya bertindak jujur dan mengikuti 

kaidah-kaidah yang ada. Dari analisis yang telah dibuat, solusi yang dapat ditempuh yaitu 

dengan cara melakukan  pengawasan terhadap setiap laporan yang telah dipublikasikan, 

dan memberikan  pelanggaran yang berat kepada seluruh akuntan publik  yang telah 

terdaftar jika melakukan kecurangan. Peranan BPKP juga harus lebih diperketat dalam 

mengawasi keuangan pembagunan agar fraud dapat diminimalisasikan. 
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